PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-120 -

7. BIDANG PARIWISATA

7.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata yaitu untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing
destinasi pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri, melalui:

1s

Fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan ekosistem
kepariwisataan antara lain perancangan destinasi pariwisata, peningkatan
aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata;

. Pengembangan destinasi wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata

petualangan dan wisata ekologi; pengembangan destinasi wisata alam
budaya terdiri dari wisata sejarah dan religi, wisata kuliner dan belanja dan
wisata kota dan desa; dan pengembangan destinasi wisata buatan dan minat
khusus yang terdiri dari wisata Meeting Incentive Conference dan Exhibition
(MICE) dan Event, wisata olahraga, dan wisata kebugaran (wellness) berbasis
budaya nusantara serta wisata kawasan terpadu; dan

Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat
antara lain tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi

dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di
bidang pariwisata.

7.2. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Fasilitas Pariwisata melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata
bertujuan untuk:

i1

A L

melengkapi fasilitas pariwisata di daerah;

mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat daerah;
menunjang percepatan pembangunan di daerah;

meningkatkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja;

meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; dan

meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Indonesia.

Sasaran . ..
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Sasaran Pembangunan Fasilitas Pariwisata melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata
antara lain:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pariwisata di destinasi
pariwisata; dan

2. Meningkatnya layanan kenyamanan berwisata di daya tarik wisata.

7.3.

Ruang Lingkup Kegiatan

7.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata Fisik Tahun 2017 terdiri dari:

1. Penataan Kawasan Pariwisata

Penataan Kawasan Pariwisata sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas

daya tarik wisata, mencakup:

a.

b.

£.

Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya;

Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet;

- penataan taman daya tarik wisata (pembuatan pergola, pemasangan

lampu taman dan pembuatan pagar pembatas);

. Pembangunan panggung kesenian /pertunjukan;

Pembangunan /revitalisasi sarana pendukung daya tarik wisata (kios
cenderamata, plaza pusat jajanan /kuliner dan tempat ibadah);
Pembuatan jalur pejalan kaki/ jalan setapak, boardwalk, pedestrian dan
tempat parkir; dan

Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah.

2. Amenitas Pariwisata

Pembangunan Amenitas Pariwisata sebagai upaya mendukung kesiapan
destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata, mencakup:

a.
b.

e

Pembangunan dermaga wisata;
Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (yacht);
Pembangunan dive center dan peralatannya; dan |

Pembangunan surfing center dan peralatannya.

7.3.2. Kriteria . . .
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7.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Penentuan lokasi penerima DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017 dilakukan
dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

k.

Prioritas pengembangan kepariwisataan Indonesia mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2017, yaitu 10 Destinasi Prioritas Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pengembangan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) yaitu 50 DPN
(Destinasi Pariwisata Nasional), 88 KSPN (Kawasan Pariwisata Strategis
Nasional) dan 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional); dan

Daerah yang telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Daerah (RIPPARDA).

Menu kegiatan dan lokasi prioritas DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2018
dan 2019 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

7.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang menangani
urusan bidang pariwisata dengan tata cara pelaksanaan kegiatan penataan
kawasan pariwisata dan amenitas pariwisata:

1. Penataan Kawasan Pariwisata

a. Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata /TIC dan perlengkapannya

1) Lokasi pusat informasi wisata/TIC yang terletak di pusat kota harus
strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung, yaitu lokasi dengan
aksesibilitas yang mudah dicapai, baik menggunakan transportasi
umum maupun transportasi pribadi;

2) Lokasi pusat informasi wisata/TIC di Terminal Bus, Bandara, Stasiun,
Pelabuhan, dibangun di lokasi tempat kedatangan yang strategis,
mudah dilihat dan mudah dicapai oleh pengunjung;

3) Lokasi pusat informasi wisata/TIC di daya tarik wisata, dibangun di
dalam Kawasan Daya Tarik Wisata yang strategis, mudah dilihat dan
mudah dicapai oleh pengunjung; dan

4) Pusat . . .
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4) Pusat informasi wisata/TIC yang bersifat Satellite/Mobile, dapat
ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan.

b. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet

Ketentuan lokasi penempatan ruang ganti /toilet disesuaikan dengan luas
dari kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata sebaiknya menyediakan
fasilitas ruang ganti/toilet setiap 500 meter. Apabila ruang ganti/toilet
terletak di dalam bangunan, maka lokasi ruang ganti/toilet tidak boleh
mengganggu pemandangan dan bangunan sekitarnya, tetapi tetap mudah
terlihat dan ditemukan sedangkan di dalam bangunan hendaknya berada
pada lokasi yang tidak mengganggu pemandangan dan bangunan di
sekitarnya, tetapi tetap mudah terlihat dan ditemukan. Ruang ganti/toilet
dapat dihiasi dengan tanaman sehingga terlihat menarik dan tidak terlalu
terlihat terbuka. Dalam melakukan pembangunan ruang ganti/toilet di
kawasan pariwisata, pembangunan harus mengikuti pedoman konstruksi
sesuai dengan standar toilet umum Indonesia yaitu kering itu sehat.

¢. Penataan taman daya tarik wisata (pembuatan pergola, pemasangan
lampu taman dan pembuatan pagar pembatas)

1) Pembuatan Pergola

Pergola merupakan suatu fitur elemen pelengkap taman yang
membentuk peneduh pada jalur pedestrian, area duduk ataupun area
berkumpul (gazebo). Pergola pada umumnya berupa deretan tiang/
kolom/pilar yang umumnya menopang balok-balok melintang di
atasnya yang dilengkapi dengan sejenis penutup atau penaung yang
bersifat transparan, dan sering diberi tanaman merambat.

Selain bersifat fungsional, desain pergola juga harus memperhatikan
faktor estetika, yaitu sesuai dengan arsitektur budaya setempat atau
transformasi dari arsitektur lokal. Dalam kaitannya dengan taman dan
fasilitas lain di dalamnya, desain pergola harus selaras dengan konsep
perencanaan taman secara késeluruhan, dan secara khusus misalnya
selaras dengan desain gazebo atau elemen taman lainnya.

2) Pemasangan . .
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Pemasangan Lampu Taman

Lampu atau penerangan taman merupakan fitur elemen pelengkap
taman yang berkaitan erat dengan aspek keamanan taman, khususnya
pada malam hari. Terkait syarat penerangan, pencahayaan yang dipilih
untuk penerangan dalam taman dapat dibedakan menjadi dua jenis.
Jenis pencahayaan pertama adalah pencahayaan untuk keamanan,
bersifat terang dengén warna cahaya lampu umumnya putih. Jenis
penerangan dengan pencahayaan ini digunakan pada area penting di
dalam taman, seperti area pintu masuk - keluar serta sepanjang jalur
pedestrian. Jenis pencahayaan kedua adalah pencahayaan untuk
memberikan kesan hangat dan nyaman namun tetap memperhatikan
faktor keamanan. Kesan ini diperoleh melalui pemilihan lampu
berwarna orange/jingga dengan lokasi pemasangan di area-area
khusus seperti gazebo atau area istirahat.

Pembuatan Pagar Pembatas

Pembuatan pagar pembatas taman dimaksudkan untuk mengarahkan
sirkulasi dan pergerakan pengunjung mengikuti pola tértentu, seperti
misalnya menghindari area berbahaya atau mengarahkan pada
beragam titik-titik atraksi wisata dalam satu putaran. Desain pembatas
taman sebaiknya merespon baik persyaratan fungsional maupun
kualitas estetika dari lingkungan di sekelilingnya. Secara prinsip pagar
pembatas taman merupakan pembatas properti sehingga desainnya
harus jelas dan memperhatikan faktor keamanan dari lingkungan
sekitarnya. Selain bersifat fungsional, desain pagar juga harus
memperhatikan faktor estetika, yaitu sesuai dengan arsitektur budaya
setempat atau transformasi dari arsitektur lokal.

d. Pembangunan . .
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d. Pembangunan panggung kesenian/ pertunjukan

Panggung kesenian/pertunjukan merupakan salah satu alternatif fasilitas
outdoor untuk menampilkan pertunjukan seni yang dapat dijadikan daya
tarik wisata di suatu destinasi wisata. Faktor yang diperhitungkan dan

diperhatikan dalam pembangunan panggung kesenian/pertunjukan
antara lain:

1) Ukuran;

2) Orientasi;

3) Akustik;

4) Stage/Panggung;

o) Tempat duduk; dan
6) Pencahayaan/lighting

Panggung kesenian/pertunjukan harus dibuat sesuai untuk keterbatasan
penglihatan penonton tetapi juga harus dapat menyediakan cukup ruang
untuk banyak penonton.

e. Pembangunan/revitalisasi sarana pendukung daya tarik wisata (kios
cenderamata, plaza pusat jajanan/kuliner dan tempat ibadah)

Pembangunan/revitalisasi sarana pendukung daya tarik wisata (kios
cenderamata, plaza pusat jajanan/kuliner dan tempat ibadah)

memperhitungkan dan memperhatikan ketentuan teknis standar, antara
lain:

1) Besaran Ruang;
2) Sirkulasi Udara; dan

3) Pencahayaan.

f. Pembuatan . . .
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f. Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, boardwalk, pedestrian dan
tempat parkir

1) Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan  setapak, pedestrian
memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a)

b)

c)

d)

memudahkan pejalan kaki mencapai tujuan dengan jarak sedekat
mungkin;

menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan adanya
konektivitas dan kontinuitas;

menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan bangunan dan
lingkungan, aksesilibitas antar lingkungan dan kawasan, maupun
sistem transportasi;

mempunyai sarana ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna
termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik;

mempunyai kemiringan yang cukup landai dan permukaan jalan
rata tidak naik turun;

memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah
untuk digunakan secara mandiri;

mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, maupun
lingkungan bagi pejalan kaki;

mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas
sosial, seperti olahraga, interaksi sosial, dan rekreasi;

menyesuaikan karakter fisik dengan kondisi sosial dan budaya
setempat, seperti kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk,
serta warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.

Pembangunan boardwalk memperhitungkan dan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

a)
b)
c)

d)

Memenuhi fungsi dan kebutuhan:
Kenyamanan psikologis pengguna boardwalk;
Kenyamanan fisik pengguna boardwalk;

Feasibility, dari aspek lokasi atau standar ketinggian dan lebar;

e) Penggunaan . . .
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e) Penggunaan material yang tidak menimbulkan silau; dan
f) Harmonisasi arsitektur dengan alam sekitar.

3) Pembangunan tempat parkir memperhitungkan dan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

a) Memenuhi fungsi dan kebutuhan;

b) Kenyamanan psikologis pengguna parkir; dan

c) Feasibility, dari aspek lokasi dan luas lahan.
g. Pembuatanrambu-rambu petunjuk arah

Sebagai salah satu dari sistem informasi pada suatu destinasi wisata,
rambu-rambu berfungsi bagi wisatawan sebagai penunjuk arah dan
informasi terhadap suatu destinasi atau fasilitas wisata. Pembuatan

rambu-rambu petunjuk arah memperhitungkan dan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

1) Bentuk, Ukuran dan Tinggi;
2) Lokasi;
3) Warna dan Tekstur; dan
4) Iluminasi dan animasi.
2. Amenitas Pariwisata
a. Pembangunan dermaga wisata

Pemilihan lokasi dermaga meliputi daerah pantai dan daratan.
Penempatan lokasi pembangunan dermaga di kawasan pariwisata
tergantung beberapa faktor seperti:

1) Kondisi tanah dan geologi;
2) Kontur kedalaman dan luas perairan;
3) Perlindungan dermaga terhadap gelombang, arus dan sedimentasi;

4) Daratan yang cukup luas untuk menampung barang dan penumpang;
dan

5) Akses untuk transportasi.

b. Pembangunan . . .
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b. Pembangunan dive center dan peralatannya

Pembangunan dive center memperhitungkan dan memperhatikah hal-hal
sebagai berikut:

1) Dive center yang dibangun harus berada di kawasan pariwisata yang
memiliki potensi wisata selam dengan letak yang mudah dijangkau;
dan

2) Dive center yang dibangun mempunyal tujuan utama yaitu menjual
paket wisata selam, menyewakan peralatan selam dan menyediakan
jasa Dive Guide.

¢. Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (yacht)

Titik labuh/singgah adalah tempat para pelayar dapat menyandarkan
kapal layarnya. Pembangunantitik labuh/singgah kapal layar (yacht)
memperhitungkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penentuan titik labuh/singgah mempertimbangkan atraksi pariwisata,
budaya dan kehidupan (way of life) yang menarik;

2) Titik labuh/singgah harus nyaman dan aman; berada di kawasan
perairan yang terlindung dari gelombang dengan kedalaman
mencukupi, yang bersih baik dari limbah kapal maupun dari daratan;

3) Harus mempunyai penerangan yang cukup pada malam hari dengan
akses yang mudah; dan

4) Memiliki jaringan telekomunikasi dan akses internet.
d. Pembangunan surfing center dan peralatannya.

Pembangunan surfing center memperhitungkan dan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

1) Surfing center yang dibangun harus berada di kawasan pariwisata yang
memiliki potensi wisata selancar dengan letak yang mudah dijangkau;
dan

2) Surfing center yang dibangun mempunyai tujuan utama yaitu menjual
paket wisata selancar, menyewakan peralatan selancar dan
menyediakan jasa pelatih selancar.

3) Surfing . . .
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3) Surfing center yang dibangun memiliki tenaga penyelamat (rescuer) dan
perangkat penyelamatan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata mengacu
pada peraturan menteri, yang menangani urusan kepariwisataan, mengenai
petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pariwisata.

7.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja diukur dan dinilai pada saat akhir tahun dengan cara membandingkan
antara target dan realisasi (capaian).

Output:
1. Peningkatan Penataan Kawasan Pariwisata di 261 daerah; dan

2. Peningkatan amenitas pariwisata di 77 daerah.

Outcome:

1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata di daerah; dan

2. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah.

8. BIDANG . . .



